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TlcNTANG 

PERSVARATAN, MEKANISME DAN PROSF:DUR T ETAP 
PEMBERIAN IZIN PRAKTIK FARMASIS 

OJLNGAN RAHM.AT TUUAN Y AJ)<S 1\llAI IA ~:SA 

WAL I KOT A P A LE M'.13 A N G, 

a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor I Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayaoan 
Umum, sebagai upaya tercapainya keseragaman tata laksana pelayanan 
umum guna men ingkalkan mutu yang menclorong upaya efekt1fitas sistcm 
dmt tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat perlu 
dilaksanakan rangkaiar. kegiatan terpadu yang hersifat sederhana, terbuka, 
lancar. le pat, lengkap, te1:jangkau dan · ;;:: .. ~ dis,-"" 1 i m1t.if; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka untuk memberikan pedoman yang 
jelas dalam pt:rnbt,rian izin Pmktik Fannasis sebagaimana diatur deugan 
Peraturan Daerab Kota Palembang Nornor 8 Tahun 2002 tentang 
Pembinaan dan Retribusi Praktek Farmasis scbagaimana telah Jiubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor l3 Tahun 2005, perlu 
menelapkan jlengaturan mengenai Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur 
Tctap Pembcrian lzin J'raktik Fannasis : 

c. bahwa berdasarkan pe,timbangan tersebut diatas, perlu rnenelapkan 
Peraturan Walikota l'alembang tentang Persyaratan. Mekanisme dan 
Proscdur Tetap Pemberian lzin J'raktik Farmasis. 

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun I 959 ten tang Pernbentukan Daerah 
Tingkal II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negam RI Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor I 821 ); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahon 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
.1495); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara RJ Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembarau Negara 
Nomor l 821 ); 

4. Undang-Undaog >!omor 10 Tahun 2004 tentang Pemhentukkan Pcraluran 
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lernbaran Negara Rl Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Talllln 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah 
(Lcmbaran Ncgarn RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambal!an Lcmbaran 
Negara RJ Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dcngan Undang
Undang Nomor 8 T~hun 2005 tentang f'enelapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Mcujadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun ,005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); 



• 

Menetap:<an 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenta,ig Pcrimbangan Keuaogan 
Antara Pemerintah l'usal dan Pemerintah l)earah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara RI Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talnm 2007 tentang Pcmbagian Urusan 
Pemcrintahan /\ntara Pemerintah. Pemerintah Daerah Proviusi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (l..embaran Negara RI Tahtm 2007 
Nomor 82, T,11nh:1han I ,cmhar·an Negara Nonwr 47J7 ): 

8. Pc,~1tumn Oacrah Kola l'alcmbang Nomor 2 Tahun 200 I tentang 
Pembcotukan. Kedudul:an, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Dinas Daerah; 

9. Pernturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Taliun 2002 jo. Peraturan 
Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi lzin 
Piaktek. Fau11u:si.s. 

MEMU SKAN 

PP:RATIJRAN \.VALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN, 
MF.KANISME DAN PROSEDUR TETA.P PE'1BERIAN lZlN PRAKTIK 
FARMASIS. 

BAB I 

KETENTUAN UM.UM 

Pasal I 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud : 

I, Dttcmh rnJalah Kota P<1krnbmt!,. 

2. Pernerintah Kota adalah l'emerintah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah adalah \Val ikota Palembang. 
4. Waki l \Valikota adalah Wakil Walikota Palembang. 
5. Sekretaris Daerah ada]ah Sckretaris Daerah Kota Palembang 
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palemhang. 
8. Farmasis adalah Sarjana farmasis yang telah lulus pendidikan unggi 

kefarmasian didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah 
Republik Indonesia dan tel ah mengucapkan sumpab Famiasis. 

9. Surat Penugasan (SP) adalah surat yang diberikan Depanemen Kesehatan 
atau Sertifikat Registrasi Konsil farmasi. 

I 0. Surat lzin Praktik Farnnsis (SIPF) Adalah surat izin yang diberikan oleh 
Walikota Melalui Dinas Kesehatan kepada Farmasis untuk melaksanakan 
praktik pengabdian protesi. 

11. Masa Bak.ti adalah ma..<a pengabdian profesi farmasis dalam menjalankan 
tugas yang yang diberikan oleh pemerintah pada suatu sarana pelayanan 
kesehatan, pendidikan dmi penelitian. 

12. Program kcsehatan adalah suatu kegiatan pem bangunan kesel:atan yang 
bcrsifat menyelurull, meliputi penggunaan berbagai sumbcr yang 
terintegrasi dilaksanakan secam berkesinambtmgan dengan penjaualan 
waktu yang jelas guna mencapai tujuan. 

I 3. Apotek adalah Suatu tempat lertentu untuk melakukan pekerjaan 
kefarmasiRn dan penyalumn perbckalan farmasi kcpada masyarakm. 

14. Relribusi izin praktik farmasis yang selanjutnya disebut retrib:isi adalah 
hiaya yaog dipungut atas pemberian izin Praktik farmasis. 
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15. Retribusi lzin Praktik farmasis yang selanjumya disebut rctribusi adalah 
retribusi alas jasa pembinaan, pengaturan dan peng,,wasa,1 prak!ik Fannasis 
)'ang disediakan oleh Pemerintah Uaerab dengan menganul prinsip-prinsip 
komersial karena rada dasarnya dapat pula disediakan olch pihak swasta. 

16. Pcmeriksaan adalah s,,rangkaian kegiatan umuk mencari, mengumpulkan 
dnn mengelola data dnn atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuban pemenuhan kew,tj iban retribusi Daerab berdasarkan peraturM 
penmdang-undangan retribusi Daerah. 

17. Penyidikan Tindak pidana di biclang Retribusi Daerab adalah serangkaian 
tindakan yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negcri Sipil yang 
selanjutnya disebul Penyidik, unluk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dcng.u, bukti itu mcmbuat lerang tindak Pidana di hidang Rctribusi 
L)n..;rnh yang tc1:jad i scc.:1111 mcncmukan tcrsang.ko.. 

Bt,'Jl II 

PEJt&lNAN 

Pasal 2 

{I) Setiap Praktik Farn1asis yang menjalankan praktik wajib memiliki lzin 
Prak.tik claii Walikota :nelalui Kepala Dinas Kesehatan 

(2) Sesuai deogan tugas dan fungsinya Oinas Kesehaan ditetapkan sebagai unit 
kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian 
tehnis dalam rangka pemberian izin, sesuai dengao persyaratan, mekanisme 
clan proscdur tetap yang diatur dalam Peraturan ini. 

Pasal 3 

( I) Proses penyelesaian pern1ohonan izin Praktik Fannasis ,ebagaimana 
dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 
(empat belas) bari kerja sejak diterimanya pe11nohona11 yang lengkap dan 
memenuhi syarat. 

(2) Permohonan yang dapat diproscs adalah permohonan yang teld1 di lengkapi 
persyaralan sesuai dengan kctcntuan dalam Peraturim ini. 

(3) Permohanan yang ditolak karena tidak memenubi persyaratan administrasi 
atau persyaratan tehnis akan diberitahukao kepada pemohon secarn krtulis 
dal~m tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja. 

Pasal 4 

(1) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan, climinta penetaparmya 
kepada Walikota yang diLuangka11 dalam Keputusan Walikota lentang Izin 
Prakt'ik Farmasis. 

(2) Setelah ditetapkannya Keputusan Walikota di maksud. Kepala Dinas 
menerbitkan Sw·a1 Ketetapan Retribt•si :::~era;, 1.,KR.D). 

(3) Apabila lzin Praktik Farmasis asli sudah ditetapkan okh Walikota, 
pemohon membayar retribusi lzin Praklik Farmasis, kcmudian ditcrbitkao 
Petika,1 lzin Praktik Fannasis yang ditandatangani oleh Kepala Dinos untuk 
disampaikan kepada pcmohon. 



HAB Ill 

PERSYARATAN 
Pasal S 

Persyaratan adminicrasi pembe:rian izin Praktik farmasis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat ( 1) Perat~ran ini, dengan melampi rkan: 

1. Mengajukan surat permohonan dengan mengisi fonnul ir yang tclah 
disediakan oleh Dinas Kesehatan dengan jelas, benar dan lengkap. 

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon . 
3. Photo copy keterangan selesai melaksanakan Masa Bakti. 
4. Surat penugasan dari Departemen Kesehatan atau Sertifikat Registrasi 

Konsil fannasi bagi Fannosis yong belum melaksanakan i\fasa Bakti . 
5. Melampirkan rckomcndasi dnri lkatan Sarjana Indonesia (ISFI) Kota 

J>alcmhang. 
6. Surat kctcran~an bcrhadan schat. • 
7. l'as polo ukuran 4 x 6 = 2 I .e1111JJ1, . 
8. Mclampirkan Surat Pcryalaan di,itas kcrtus bcrmctcrai yani. menyata:,·m 

tidak sedang scbagai penangg,mgjawab apotck, tidak scdang bcl(e1:ja di 
Perusahaan Farmasi dan sarana 1:arma,i lainnya. 

9. Melampirkan asli surat lolos butuh dari tempat asal mclaksanakan 
pendidikan atau tempru kerja yang ditinggalkan. 

Pasal 6 

(1) Surat lzin Praktik rarmasis berlaku sclama Farmasis tersebut masih 
menjalankan tugasnya, dengan ketentuan sctiap 2 (dua) tahun hams 
melakukan dafiar ulai1g.. 

(2) Permohonan dafulr ulang lzin Praktik Farmasis sebagaimmrn <limaksud pada 
ayat ( I ) Pasal ini, iliitjukau 2 (dua) bulan sebeltun berakhirnya masa izin 
dimaksu<l dan harus mengajukan permohonan da[iar ulang izin 
penyelenggarnan Fmmasis, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini. 

(3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini diterbitkan oleh 
Kepala Dinas. 

BAB IV 
MEKANISME DA~ PROSEDUR TETAP 

Pasal 7 

(I) Mekanisme pemberian izin Praktik Praktik Farmasis adalah sebagai 
bcrikut : 

1. Pcmohon 1nengajukai1 pem1ohona11 kepada Walikota melalui Kepala 
Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kesehatan 
dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini. 

2. Permohonru1 diregistrasi pada bagian umum dan selaojutnya diteruskan 
kepada Kepala Sub Dioas Pclayanan Kesehatru1 unluk dilakltkan 
pemeriksaan berkas/ administrasi. 

3. Kepala 
untuk 

Sub Dims Pelayanan Kesebatan meng,m1hkan koordinMor 
melakukan pemeriksaan berkas melipuli ' kelengkapan 

administrasi. 
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4. Permohonai, yang sudah sesuai dengan kelc:11Lu1m d iteruskan kepada 
Walikota. scdangkan permohonan yang pad.i waktu diadakan 
pem~riksaM berkas tidak memenuhi persyaratan ditlmda dan 
d ike01balikan kepada l'emohon untuk dilcngkapi persyaratannya. 

5. Wal ikota mcnetapkan Kepulu~an te111ang lzin 1>raktik Fannnsis. 

6. Apabila lzin Praktik Farmasis telah ditetapkan Wal ikota, pemohon 
membayar rctribusi lzin Praktik Fannnis, kemudiru, tlitcrbi tkan Pelikan 
l;,;in Praktik Farmasis yang ditandatangan i olch Kepala Dinas untuk 
disampaikan kepada pemohon. 

(2) Mekanismc dari prosedur tei.ap pemberian izin Pcalctik Farmasis aclalah 
:;esua.i dcngan skcma al ur sebagaimana tercantum dalarn Lampiran dan 
mcrupakm1 bagian yang tid;ik tcrpisahkan dcngan Pcm(uran ini . 

BAU V 

KETENTUA · •~ETIUBUSI 

p:J'i 8 

Setiap penerbitan izin Praktik f'urmasis di.kenakan retribusi berdasarkan 
kccentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2002 tentang 
Pembiuaan dan RetTibusi Prak.tek Fannasis, sebagaimnna tclah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahu11 2005. 

BA.B VI 

KETENT UAN Pf~NUTUP 

Pasal 9 

Hui - ha l yang bellun diatur dalam Pcraturan ini. separiiang rncngenai tek.nis 
pelaksanaan akan diatur lebih lan_jut dengan Kcputusan Kepala Dinas alas 
nama Walikota. 

Pnsal JO 

Dcng,in ditctapkannya Peraturan ini. maka Keputusan Waliko1a Palembang 
N,i,uor 32 l'.~1lU1 2003 t~nt,mg l'crsyaratan, Mckanismc <lm1 Proscdur Tctap 
Pcmberian lzin Praktik Farn1asis, dicabut dan dinyatakan 1idak berlaku. 

P,isal 11 

l'eraturan ini uwlai berluku iejak tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang dapat mer,getahuinya, memerintahkru1 pengw1dangan 
Pernturan ini, dengan pcucmpatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang. 

Ditctapkan d i Palcwb,uig 
pad1t tunggal rt - Har~f 2008 

W l.l~TAPALEM:BANG, 

' V 
Oiund1ngken di Pal~ban9 

;1 Alk,,.. 
H. ' DOY SA TANA PUTRA 

Dada Un9gel ft -~ 100 /y 
SEK RET AAIS OAERAH 

Or arwan H.atmt n. M. St 
l .lRITA DAEIIAH KOTA 'ALlMBANG 

! AHU!'! 200~ t :',;,<•:•? ·1i: 
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